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Abu Yusuf sangat menekankan pada pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak, 
guna menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi, tindak penindasan, dan lain 
sebagainya. Ia menganggap bahwa penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan 
rakyat adalah sebagai tugas utama penguasa. Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah 
meletakkan prinsip — prinsip yang jelas berabad — abad kemudian dikenal oleh para ahli 
ekonomi sebagai canon of taxation. Canon of taxation adalah suatu ketentuan atau peraturan 
yang ditetapkan berdasarka ijtihad abu yusuf dalam masalah perpajakan. Kesanggupan 
membayaar, pemberian waktu yang longgar pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan 
keputusan dalam administarsi pajak merupakan beberapa prinsip yang menjadi 
priorotasnya. 


Kata Kunci: Pajak, Negara, Kesejahteraan 
Pendahuluan 


Pajak adalah kewajiban setiap warga negara kepada negara yang terutang oleh setiap 
individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang — Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar — 
besarnya kemakmuran rakyat. Seperti yang kita ketahui bersama, pemungutan pajak di 
Indonesia menggunakan sistem self assesment. Sistem self assesment adalah sistem 
pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib 
pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri besarnya pajak 
yang harus dibayar. Akan tetapi apabila semua diserahkan kepada wajib pajak tanpa adanya 
pengawasan yang ketat dari aparatur negara khususnya Direktorat Jenderal Pajak, maka 
pendapatan dari pajak tidka akan efisien dan hal ini akan menyebabkan pelanggaran ataupun 


penyelewengan. 


Di dalam sistem self assesment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang 
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan perpajakan, dengan tidak 
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak 
berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua surat pemeberitahuan yang 
disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib 
pajak tertentu yang disebabkan oelh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan 


atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan wajib pajak. 


Kementrian keuangan (kemenkeu) sendiri mengaku masih banyak wajib pajak besar 
hingga kini belum sepenuhnya membayar pajak sesuaii dengan kewajibannya. Ada sejumlah 
faktor belum sesuainya penerimaandari para wajib pajak besar. Dikarenakan aparatur pajak 


belum maksimal dalam mencari dan mengidentifikasi transaksi yang dikenakan pajak. 


Masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayar pajak sehingga target 
penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Negara lain. Masalahnya 
masih banyak orang yang tidak mau membayar pajak karena takut uangnya akan dikorupsi 
oleh pegawai pajak sendiri. Keenganan masyarakat untuk membayar pajak ini bukan tanpa 
alasan, hal ini dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak oleh beberapa pegawai 
pajak, misalnya Gayus Tambunan, Bambang Heru ismiarso, dll. Hal ini menunjukkan bahwa 


kurangnya pengawasan terhadap pemungutan pajak. 


Dalam sejarah Ekonomi Islam, Abu Yusuf dikenal pada masa kepemimpinan 
Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau meletakkan dasar — dasar kebijakan fiskal yang berbasis 
pada keadilan dan maslahah. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah 
keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf 
menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Abu Yusuf telah berbicara 
tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Ia 
menolak tegas pajak pertanian dan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap 
para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindak penindasan. Ia juga menekankan 


pentingnya pengembangan infrastuktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan. 


Dalam pandangan Abu Yusuf , tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta 
menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan 
rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi paad kesejahteraan umum. 
Dengan mengutip penyataan Umar bin Khatab, ia mengungkapkan bahwa sebaik — baik 
penguasa adalah mereak yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk — 
buruknya penguasa adalah mereka yang memerintah, tapi rakyatnya malah menemui 


kesulitan. 


Abu Yusuf sangat menekankan pada pengawasan yang ketat terhadap para pemungut 
pajak, guna menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi, tindak penindasan, dan 
lain sebagainya. Ia menganggap bahwa penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan 


rakyat adalah sebagai tugas utama penguasa. Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah 


meletakkan prinsip — prinsip yang jelas berabad — abad kemudian dikenal oleh para ahli 
ekonomi sebagai canon of taxation. Canon of taxation adalah suatu ketentuan atau peraturan 
yang ditetapkan berdasarka ijtihad abu yusuf dalam masalah perpajakan. Kesanggupan 
membayaar, pemberian waktu yang longgar pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan 


keputusan dalam administarsi pajak merupakan beberapa prinsip yang menjadi priorotasnya. 


Abu Yusuf meriwayatkan bahwa setelah penaklukan tanah Sawad, Khalifah Umar bin 
Khattab menunjukkan dua orang sahabat Nabi, Usman dan Huzaifah, untuk mengeksplorasi 
kemungkinan dan cakupan tanah yang akan dikenakan pajak. Khalifah Umar khawatir terjadi 
pembebanan pajak yang melebihi yang seharusnya dikeluarkan. Subjek utama Abu Yusuf 
adalah perpajakan dan tanggung jawab ekonomi dari negara. Sumbanagan terletak pada 


pembuktian keunggulan pajak berimbang terhadap sistem pungutan berdasarkan tanah. 


Maka artikel singkat ini mencoba menelisik konsepsi pajak menurut Abu Yusuf dan 


apa yang melandasi fondasi konsepsi perpajakan Abu Yusuf 
Pembahasan 


Secara etimologi pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah daribahyang berasal 
dari kata daraba, darban, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, 
menerangkan, atau membebankan. Dharibah atau daraib disebut beban karena merupakan 
kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan 
sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, daribah dalam penggunaannya 
memamng mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk 


menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. 


Abu Yusuf merupakan fugaha pertama yang memiliki kitab yang secara khusus 
membahas masalh ekonomi. Dan kitabnya yang berjudul al-kharaj, banyak membahas 
mengenai ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam 
pembangunnan ekonomi. Kitab ini ditulis atas permintaaan khalifah Harun Ar-Rasyid untuk 
pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, usyur, zakat, 
dan jizyah. Kitab Al-kharaj mencangkup berbagai bidang antara lain: tentang pemerintahan, 


keuangan negara, pertanahan, perpajakan dan peradilan. 


Abu Yusuf meriwayatkan bahwa setelah penaklukan tanah Sawad, Khalifah Umar bin 
Khattab menunjukkan dua orang sahabat Nabi, Usman dan Huzaifah, untuk mengeksplorasi 


kemungkinan dan cakupan tanah yang akan dikenakan pajak. Khalifah Umar khawatir terjadi 


pembebanan pajak yang melebihi yang seharusnya dikeluarkan.kedua sahabat itu mengatakan 


bahwa mereka menetapkan pajak berdasarkan kemampuan tanah dalam membayar pajak. 


Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui Negara mengambil 
bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. 
Menurutnya cara ini lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan 
memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia lebih 
merekomendasikan penggunaan sistem mugasamah (proporsional tax) daripada sistem 
misahah (fixed tax) yang telah berlaku sejak pemerintahan Khalifah Umar hingga periode 


awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah. 


Perubahan sistem penetapan pajak dari sistem misahah menjadi sistem mugasamah 
sebenarnya telah dipelopori oleh Muawiyah bin Yasar, seorang wazir pada masa 
pemerintahan Khalifah Al-Mahdi. Akan tetapi, pada saat itu persentase bagian negara 
umumnya dianggap terlalu tinggi oleh para petani. Apa yang dilakukan oleh Abu Yusuf 
adalah mengadopsi sistem mugasamah dengan menetapkan presentase negara yang tidak 


memberatkan petani. 


Abu Yusuf melihat bahwa sektor negara berbagai suatu mekanisme yang 
menungkinkan warga negara melakukan campur tangan atas proses ekonomi. Pengaturan 
tersebut bergantung pada beberapa aspek penting sebagai variabel yang mesti dibenahi, ayitu 
pemasukan (income), pengeluaran (expenditure) dan mekanisme pasar. Mekanisme yang 
dikembangkan oleh Abu Yusuf adalah Menggantikan sistem wazifah dengan sistem 
mugasamah. Wazifah dan mugasamah merupakan istilah dalam membahasakan sistem 
pemungutan pajak. Wazifah memberikan arti bahwa sistem pemungutan yang ditentukan 
berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau 
mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama 
secraa keseluruhan, sedangkan mugasamah merupakan sistem pemungutan pajak yang 
diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) denagn mempertimbangkan tingkat 


kemampuan dan presentase penghasilan atau pajak proporsional. 


Untuk membangun sebuah tatanan perekonomian yang baru, Abu Yusuf memandang 
perlu mengganti sistem wazifah yang berlaku pada masanya dan sebelumnya dengan 
mugasamah. Hal ini dalam pandangan beliau merupakan bagian dari upaya mencapai 
keadilan ekonomi dan pajak ditengah individu, masyarakat dan perekonomian di tengah 


masyarakat, beliau mendapati bahwa kharaj dengan sistem wazifah membebani masyarakat 


karena beban pajak yang ditanggung atas tanah produktif sama dengan beban pajak tanah 
yang tidak produktif. Masyarakat menghendaki agar dibedakan pajak anatara tanah subur dan 
yang tidak subur. Inilah yang melandasi pemikiran Abu Yusuf untuk mengubah sistem 


wazifah dengan mugasamah. 


Khalifah Harun Ar-Rasyid mengaplikasikan hal tersebut dalam kebijakan pemungutan 
kharaj yang dilakukan dengan tiga cara yaitu a) Al-Muhasabah atau penaksiran luas areal 
tanah dan jumlha pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang. b) Al-Mugasamah atau 
penetapan jumlah tertentu ( presentase ) hasil yang diperoleh. c) Al-Mugatha"ah atau 
penetapan hasil bumi terhadap para jutawan berdasarkan persetujuan pemerintah yang 


bersangkutan. 


Lebih lanjut, pajak bagi Negara menurut Abu Yusuf memiliki sifat flesibilitas sosial 
Meskipun hukum Islam hanya mengakui muslimin sebagai individu dengan kapasitas hukum 
penuh, secara bersamaan kaum non-muslim sebenarnya juga dapat menuntut adanya 
kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam apabila mereka 
diizinkan untuk memasuki wilayah Dar Al-Islam abu yusuf dalam hal ini menyikapi 
perlakuan terhadap tiga kelompok yang dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum secara 
penuh, yaitu kelompok harbi, musta'min, dan kelompok zimmi. Abu Yusuf berusaha 
memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah 
masyarakatnya, dengan mengatur beberapa ketetapan khusus berkenaan dengan status 


kewarganegaraan, sistem perekonomian dan perdagangan serta ketentuan hukum lainnya. 


Selain itu, pajak secara teori mampu membangun sistem dan politik ekonomi yang 
transparan. Sistem dan politik ekonomi yang transparan sangat penting. Dengan adanya 
transparansi, maka akan terlihat peran dan hak asasi masyarakat dalam menyikapi tingkah 
laku dan kebijakan ekonomi, baik yang berkenaan dengan nilai — nilai keadilan, kehendak 


bebas, keseimbangan, dan berbuat baik. 


Kemudian, yang tidak boleh tertinggal dan terpenting dari pajak adalah pajak mampu 
menciptakan sistem ekonomi yang otonom dan berdaulat. Perwujudannya nampak dalam 
pengaturan harga yang bertentangan dengan hukum supply dan demand. Selain itu semua 
Abu Yusuf juga memberikan beberapa saran tentang cara — cara memperoleh sumber 
pembelanjaan untuk jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta 
menggali saluran — saluran besar dan kecil. Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas 


infrastruktur, Abu Yusuf mengatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya 


agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan 
ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik. 
Selian di bidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya tentang 


mekanisme pasar dan harga. 


Konsep perpajakan menurut Abu Yusuf yaitu dapat dilihat berdasarkan jenis pajaknya 
yaitu kharaj, fa'i, ghanimah, jizyah, dan usyur yang semua dananya dikumpulkan di baitul 
aml dan kemudian dialokasikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan jenis pajaknya, 
besaran tarif yang dikenakan pada setiap jenis pajak yang dipungut dan pengawasan yang 
ketat terhadap paar pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan penindasan. Berdasarkan 
penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pajak menurut Abu Yusuf adalah kewajiban 
yang ditetapkan terhadap sumber harta yang diperoleh dari kharaj, fa'i, ghanimah, jizyah, 


usyur. 
Penutup 


Dari pemikiran Abu Yusuf yang termuat dalam kitab Al-Kharaj dapat disimpulkan 
sebagai berikut misalnya dalam pemerintahan Ia mengemukakan bahwa seseorang penguasa 
bukanlah seorang raja yang dapat berbuat secara diktator. Ia adalah seorang khalifah yang 
mewakili Tuhan di Bumi ini untuk melaksanakan perintahnya. Oleh karena itu penguasa 
harus bertindak atas nama Allah SWT. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah 
terhadap rakyat, ia menyusun sebuah kaidah figih yang sangat populer yaitu Tassaruf 
Allmam “ala ra'iyyah manutun bi al-mashlahah (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan 
dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka) dan dalam bidang Perpajakan, 
ia berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat 


yang ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. 
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